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Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam
Koordinasi penyusunan Peraturan Perundang-
undangan, pelaksanaan pengkajian dan
harmonisasi produk hukum dan kebijakan daeranh,
litigasi dan advokasi hukum, serta dokumentasi dan
publikasi hukum.




FUNGSI BIRO HUKUM KEMENDAGRI
Permendagri 137 Tahun 2022

Perumus Kebijakan

Perumusan kebijakan umum penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang tugas pokok Kementerian, harmonisasi terhadap pengkajian
produk hukum dan kebijakan daerah, pelaksanaan litigasi dan advokasi hukum, pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum, serta pengundangan
produk hukum;

Koordinasi

Pengoordinasian penyusunan peraturan perundangundangan di bidang tugas pokok Kementerian dan memfasilitasi permohonan persetujuan presiden;

Perumusan PUU

Perumusan peraturan perundang-undangan antar instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah;

Telaah Kebijakan

Penyiapan telaahan kebijakan terhadap harmonisasi pengkajian produk hukum dan kebijakan pemerintahan daerah;

Litigasi dan Advokasi hukum

Pelaksanaan litigasi dan advokasi hukum di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah;

Nomor Register

Pelaksanaan koordinasi fasilitasi atau evaluasi produk hukum daerah untuk pemberian nomor register produk hukum daerah dan penyiapan bahan pemberian
nomor register produk hukum daerah berdasarkan hasil fasilitasi atau evaluasi;

Inventarisasi dan Dokumentasi
Pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum serta pengundangan produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri; dan

Penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran Biro

Penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.



Landasan Kebijakan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kemendagri dan Pemda;

PERMENDAGRI No.137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri; dan

a PERMENKUMHAM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standard Pengelolaan
Dokumen dan Informasi Hukum.




Peraturan Presiden 33 Tahun 2012
& Permendagri Nomor 2 Tahun 2014

Jaringan Dokumentasi dan InformasiHukum

Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum
secarad tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta
merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum
secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.




Home Tentang Kami Jenis Dokumen Berita Kuasa Hukum KM Link Anggota

Selamat datang di

:. JDIH

Muhammad Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri
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Permasalahan dalam pengelolaan JDIH

Tumpang Tindih
Peraturan

Sumber Daya Manusia
belum memadai

Sarana dan Prasarana
Masih Kurang

Anggaran belum memadai

Pengembangan

Dukungan Pimpinan
Server JDIH




Kemendagri dalam mendukung JDIH

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi JDIH Provinsi dan Kab/Kota
Seluruh Indonesia

Keputusan Mendagri Nomor 168 Tahun
2004 tentang Pedoman Pembangunan dan
Pengembangan sistem Informasi Hukum
Departemen Dalam Negeri dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
tahun 2012 Tentang Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kemendagri dan Pemerintah Daerah

Rancangan Permendagri Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 tahun 2012

Rancangan Surat Edaran Kepada Gubenur
dan Bupati/Wali kota seluruh Indonesia
Tentang Dukungan Penguatan
pengelolaan JDIH (Kendala belum ada
dalam pedoman APBD)




PERMENDAGRI Nomor 2 TAHUN 2014

Pemberian bimbingan,
supervise dan konsultasi
pengelolaan JDIH

--

Pertemuan& Koordinasi
Pengelolaan JDIH secara

berkala (g,ﬂ%
AN

Monitoring dan evaluasi
pengelolaan JDIH secara
berkala

Penyediaan sarana dan
prasarana JDIH




PENDATAAN JDIH

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten

dan Kota secara berjenjang melaporkan
terhadap penataan sistem informasi hukum

website JDIH

https://bit.ly/pendataanJDIH



raft Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

3. Dalam rangka pendataan ferkait perkembangan dan pengelolaan JDIH dapat
menginfermasikan melalui tautan hitpsVoit ly/pendataandDIH

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDOMNE SIA MEMTERI DALAM NEGERI

Jakarta,
Yth. 1. Gubernur

2. Bupati'®Wali Kota MUHAMMAD TITO KARMNAVIAN
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDAERAM
Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi seluruh indonesia; dan
TENTANG 2. Ketua DPRD Kabupaten®ota seluruh indonesia.

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTAS] INFORMAS! HUKUM

Dalam rangka menindaklanjuti Perafuran Presiden Republik Indonesia
Momor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dekumentasi dan Informasi Hukum MNasional
dan Peraturan Menteri Dalam Meger Momor 2 Tahun 2014 tentang Pengelelaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Megeri dan
Pemenntah Daerah serta Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara Dan
Reformasi Birokragsi Republik Indonesia Momor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elekironik.

Sehubungan dengan hal tersebut kepada Saudara untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum (JDIH) di wilayahnya melalui :

1. Pembinaan umum melalui monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hekum Pada Pemerintah Daerah dan
Sekretariat DPRD Provinsi , Kabupaten dan Keota dengan tujuan tersedianya
dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah diakses cepat serta

terkelolanya dokumen dan informasi hukum secara terpadu dan terinfegrasi.

2. Mengingat JDIH saat ini menjadi penilaian dalam Sistem Pemerintah Berbasis
Elektronik (3PBE) pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Megara dan
Reformasi Birokrasi dan penilaian dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada
Kementerian Hukum, untuk dapat memberikan perhatian dengan dukungan
dalam penganggaran dan pengelolaan JOIH di Pemerintah Daerah.




PERPRES Nomor 33 Tahun 2012

Pasal 4 ayat 3 huruf (a)
(3) Anggota JDIHN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdir1 atas:

a. Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan
fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan

dengan Dokumen Hukum pada:

1. Kementerian Negara;

Sekretariat Lembaga Negara;

Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
Pemerintah Provinsi;

Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

| R RN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;



PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2014

BAB II
PENGELOLAAN
Pasal 3

(1) Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri berkedudukan di Biro
Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

(2) Pengelola JDIH Pemerintah Provinsi berkedudukan di Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi.

(3) Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten/Kota berkedudukan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten /Kota.
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1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
. Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

)

b

V4

Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya)

Bali (Ibu Kota Denpasar)

Nusa Tenggara Timur (lbu Kota Kupang)
Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram)
Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo)

Sulawesi Barat (lbu Kota Mamuju)
Sulawesi Tengah (lbu Kota Palu)
Sulawesi Utara (lbu Kota Manado)
Sulawesi Tenggara (lbu Kota Kendari)
Sulawesi Selatan (lbu Kota Makassar)

Maluku (Ilbu Kota Ambon)

Papua Barat (Ibu Kota Manokwari)

Papua (Ibu Kota Jayapura)

Papua Tengah (Ilbu Kota Nabire)

Papua Pegunungan (lbu Kota Jayawijaya)
Papua Selatan (lbu Kota Merauke)

Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong)

Daftar 38 Provinsi

19. Nanggroe Aceh Darussalam (lbu Kota Banda Aceh)

20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Sumatera Utara (lbu Kota Medan)

Sumatera Selatan (lbu Kota Palembang)
Sumatera Barat (lbu Kota Padang)
Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu)

Riau (Ibu Kota Pekanbaru)

Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang)
Jambi (lbu Kota Jambi)

Lampung (lbu Kota Bandar Lampung)
Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang)
Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak)
Kalimantan Timur (lbu Kota Samarinda)
Kalimantan Selatan (lbu Kota Banjarbaru
Kalimantan Tengah (lbu Kota Palangkaraya)
Kalimantan Utara (lbu Kota Tanjung Selor)
Banten (lbu Kota Serang)

DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta)

Jawa Barat (lbu Kota Bandung)

Jawa Tengah (lbu Kota Semarang)

Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta)
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Produk Hukum Tingkat Pusat

UU

Pengaturan Penguasa
Perang Tertinggi
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-
Undang

Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden

LLCCLCD OCOO000

Peraturan Kementerian
Peraturan Lembaga Negara
Peraturan LPNK

Peraturan Lembaga Non
Struktural

Keputusan Menteri
Keputusan Kepala LN
Keputusan Kepala LPNK
Surat Edaran

%
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Produk Hukum Tingkat Daerah

. Peraturan Daerah Provinsi
. Peraturan Daerah kab/Kota
. Peraturan DPRD Provinsi

. Peraturan DPRD Kota

. Peraturan DPRD Kabupaten
. Peraturan Gubernur

. Peraturan Walikota

. Peraturan Bupati

. Peraturan Desa
10.Keputusan Gubernur

11. Keputusan Walikota

12. Keputusan Bupati

OO NOTUVTE WNR

13. Keputusan Pimpinan DPRD
Provinsi

15. Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten

16.Instruksi Gubernur

17. Instruksi Walikota

18.Instruksi Bupati

19.Keputusan Rektor

20.Keputusan Dekan

21. Perjanjian Kerja Sama




Penguatan Sumber Daya Manusia

Diskominfo
Pedampingan Teknologi informasi

Pengembangan Welbsite, Penetration test, Konsultasi TIK,Fasilitasi Server dan SPBE

Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan

Pendampingan Alih Media Hukum Langka, pengelolaan Perpustakaan dan Pengarsipan Hukum

Dinas Pemberdayaan Desa
Penataan Regulasi Desa

Pendampingan dalam penyusunan Regulasi Desa dan Penguatan JDIH Desa

Sekretariat DPRD
Pendampingan Pengelolaan JDIH pada SET DPRD Kabupaten/Kota

Membantu Pusat JDIH Provinsi dalam melakukan Pengelolaan JDIH di SET DPRD
Kabupaten/Kota



Kegiatan Rakornas Bidang Hukum Seluruh
Indonesia di Bali 9 Oktober 2024

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1
REPUBLIK INDOMNESIA
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